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Abstraksi

Pelayanan Publik yang berkualitas itu yang disebut Pelayanan terbaik yang memenuhi
Standar Kualitas Pelayanan. Standar Pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan
adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan jasa dan acuan
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka
Pelayanan yang berkualitas.Pendlitian ini tentang Pencapaian Kualitas Pelayanan Publik di Dinas
Pencacatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, yang mengunakan pendekatan kualitatif diskriptif,
pendekatan kualitatif diskriptif memutuskan pada unit tertentu, dimana permasalahannya ditelaah
secara komprehensif, mendetail, dan bebagai variabel mendalam kemudian ditelaah dan dibuat,
termasuk juga kemungkinan hubungan antara variabel yang ada. Untuk mewujudkan pelayanan
publik yang berkualitas perlu dilakukan peningkatan kepuasan kepada masyarakat. Penampilan dan
kemampuan sarana dan prasarana fisik dengan keadaan lingkungan sekitar adalah bukti nyata dari
suatu pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa diantaranya fasilitas fisik tempat pelayanan,
peralatan yang digunakan, serta penampilan pegawai dalam melayani masyarakat.Untuk
meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram
Bagian Barat, peneliti memberikan saran agar: Disdukcapil Kabupaten Seram Bagian Barat sebaiknya
menambah fasilitas pendukung pelayanan atau prasarana layanan, misalnya dengan penambahan
kursi dan meletakkan kipas atau AC serta menyediakan buku baca,koran, atau majalah di ruang
tunggu.

Kata Kunci: kualitas, pelayanan publik

Abstract
Quality public services are called the best services that meet service quality standards. The
best service standards that meet service quality standards are benchmarks that are used as guidelines
for service delivery and service quality assessment references as service obligations to the community
in the context of quality services. This research is about the Achievement of Public Service Quality
at the Civil Registration Office of Seram Bagian Barat Regency, which uses a descriptive qualitative
approach, a descriptive qualitative approach decides on a particular unit, where the problem is
examined comprehensively, in detail, and various in-depth variables are then examined and made,
including the possible relationship between existing variables. To realize quality public services, itis
necessary to increase satisfaction with the community. The appearance and ability of physical
facilities and infrastructure with the surrounding environment is tangible evidence of a service
provided by service providers including the physical facilities of the service place, the equipment
used, and the appearance of employees in serving the community. To improve the quality of
service at the Population and Civil Registration Office of Seram Bagian Barat Regency, researchers
suggest that: Disdukcapil of West Seram Regency should add service support facilities or service
infrastructure, for example by adding chairs and putting fans or air conditioners and providing reading

books, newspapers, or magazines in the waiting room.

Keywords: quality,public services.
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PENDAHULUAN

Pemerintah berperan penting dalam menyediakan pelayanan publik yang baik
bagi semua penduduknya. Hal ini terdapat pada Undang-undang Pasal 1 Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu “Pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik”. Jadi dapat diartikan bahwa Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang
dilakukakan oleh suatu instansi atau seorang birokrat untuk memberikan bantuan
kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan
masyarakat tersebut.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah harus
mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang tersebut ditetapkan dengan beberapa pertimbangan yaitu :

1. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik
yang merupakan amanat UUD 1945.

2. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan
penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan
seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk
tentang peningkatan pelayanan publik.

3. Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan
penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan Korporasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan
pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi
yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan
penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.

Lebih lanjut di ungkapkan sesuai Uandang-Uandang di atas bahwa ruang
lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta
pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang
lingkup tersebut meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat
tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi,

perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
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Pelayanan Publik adalah keinginan dan kebutuhan Masyarakat oleh
penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) dengan tujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Pelayanan
Publik, daerah mempunyai kebebasan yang luas dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakatnya untuk mendapatkan Pelayanan Publik yang berkualitas.

Masyarakat sebagai penerima Pelayanan sangat menginginkan Pelayanan yang
cepat, mudah, murah, transparan dan dapat terjangkau oleh semua kalangan. Oleh
karena itu, setiap instansi pemerintah harus dapat memberikan pelayanan yang
berkualitas atau prima, lebih khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat yang menyelenggarakan urusan Pemerintah
dibidang administrasi kependudukan. Salah satu fokus permasalahan yang berkaitan
dengan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil
Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan KTP
dikarenakan merupakan kunci utama.

Pelaksanaan program E-KTP adalah terobosan baru dalam bidang
kependudukan di Indonesia. Pada pasal 13 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang pendaftaran penduduk menyebutkan bahwa:

a. Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK).

b. Nomor Identitas Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, yang
diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada
setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

c. Nomor identitas kependudukan di cantumkan dalam setiap dokumen dalam
kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, sim, nomor pokok
wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen
identitas lainnya.

d. Ketentuan yang lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup
penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman nik diatur dengan
peraturan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memfokuskan pada pelayanan publik
bersifat secara administratif sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.
Terdapat Pelayanan yang dilakukan Aparat Pemerintah di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat.

Mengacu dari uraian tersebut di atas muncul Gejala-Gejala yang terdapat di
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat,

yakni sebagai berikut :
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1) Aspek Tangibles atau Sarana dan Prasarana pelayanan di Disdukcapil
Kabupaten Seram Bagian Barat masih kurang, seperti kurangnya pendingin ruangan
(kipas angin atau AC) di ruang tunggu dan pelayanan dan juga harus di tambahkan
komputer dan alat cetak E-KTP yang kurang. Hal ini menjadikan masyarakat yang
mengantri merasa kurang nyaman dengan masyarakat mengantri setiap hari banyak
orang. Selain itu, tempat duduk yang di ruang tunggu di nilai masih kurang dilihat dari
masyarakat yang berdiri saat menunggu antrian.
2) Terkait dengan Aspek Reliability atau Kehandalan, yang belum memuaskan
Kualitas pelayanan Disdukcapil Kabupaten Seram Bagian Barat Keterlambatan
pegawai dalam menyelesaikan pelayan yang dibutuhkan, pegawai yang terkadang
tidak berada dalam ruangan pada saat di temui. Hal ini dapat dilihat tetapi kualitas
pelayanan yang ditunjukan dari aspek assurance atau jaminan yang diberikan pegawai
kepada masyarakat sudah baik, hal ini terliat dari sikap pegawai yang sopan dan ramah
saat melayani masyarakat.

Dan kualitas pelayanan dari aspek empati bahwa petugas sudah melayani
masyarakat dengan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan semua masyarakat agar
masyarakat merasa dihargai dan dihormati dan menembuhkan rasa puas dalam diri

masyarakat.

PEMBAHASAN
Kualitas

Kualitas adalah tingkat baik atau buruknya, mutu, taraf atau sederajat sesuatu.
Dalam hal ini, kata “sesuatu” dapat mewakili banyak hal, baik itu sebuah barang, jasa,
keadaan, maupun hal lainnya.

Menurut Goetsch dan Davis dalam Tjiptono (2011:164), bahwa kualitas
merupakan suatu kondisi dinamis yang berkaitkan dengan produk, pelayanan, orang,
proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.di dalam
kualitas terdapat konsep yang dimiliki seperti kualitas desain dan kualitas kesesuaian.
Kesesuaian merupakan suatu fungsi spesifikasi produk sendangkan kualitas
kesesuaian merupakan ukuran seberapa besar tingkat kesesuaian antara sebuah
produk dan jasa dengan persyaratan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pelayanan

Sebagai fungsi pokok dari Negara, Pelayanan merupakan salah satu ujung

tombak dari upaya pemuasan pelanggan/masyarakat dan sudah merupakan

keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi. Karena dari
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bentuk pelayanan yang diberikan tercermin Kualitas individu atau organisasi yang
memberikan pelayanan Menurut Hardiyansah (2011:11) mendefinisikan bahwa “
Pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantuy,
menyiapkan,dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak
lain”.

Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia (1995:102) dijelaskan bahwa,
brkaitan dengan Pelayanan, ada dua istilah yang perluh diketahui, yaitu Melayani dan
Pelayanan, pengertian Melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang
diperluhkan seseorang. Sedangkan pengertian Pelayanan adalah usaha Melayani
kebutuhan orang lain.

Jadi dalam Pelayanan, ada dua pihak yang saling berhadapan yaitu ada satu
pihak yang berposisi sebagai yang membutuhkan sesuatu dan memerlukan
pemenuhan/pemuasan, disamping ada pula pihak lain yang bertindak sebagai pemberi
layanan  yang  menyediakan jasa dan  diberikan  sebagai  upaya
pemenuhan/pembuasannya.

Publik

Istilah Publik pada umumnya dimengerti sebagai Masyarakat, berasal dari
istilah publik dalam Bahasa Inggris yang memiliki arti sebagai; Negara, Umum dan
Masyarakat. (Badudu, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2001) Padanan kata Publik
yang digunakan adalah praja yang sebenarnya bermakna Rakyat sehingga lahir istilah
Pamong Praja yang berarti Pemerintah yang melayani kepentingan seluruh Rakyat.
(Sinambela, 2008:5).

Sedangkan Kencana, dkk (1999:18) memberikan pengertian Publik adalah
sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan
tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang mereka
miliki. Sendangkan Masyarakat adalah sejumlah orang yang bersama-sama menjadi
angota suatu Negara yang harus dibina dan dilayani administrasi publik setempat.
Pelayanan Publik

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh
masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan
pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Pada dasarnya setiap
permasalahan pasti memiliki landasan teori pendukung atau penghubung untuk
memperkuat masalah. Oleh sebab itu penulis akan menyajikan beberapa teori sehingga
dapat membantu proses pemecahan masalah penelitian yang berhubungan langsung

Dengan Pelayanan Publik.
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Istilah pelayanan umum di Indonesia seringkali diidentikkan dengan
pelayanan publik sebagai terjemahan dari pubic service Di Indonesia, konsepsi
pelayanan administrasi pemerintahan seringkali digunakan secara bersama-sama atau
dipakai sebagai sinomin dari konsepsi pelayanan perizinan.

Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas Pelayanan sangatlah sulit didefinisikan dengan tepat, akan tetapi
umumnya kualitas dapat dirinci. Konsep kualitas sering dianggap sebagai ukuran
relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas
kesesuaian. Nilai yang diberikan pelanggan sangat kuat didasari oleh faktor kualitas
jasa, dimana kualitas jasa adalah sejauh mana produk (jasa) memenuhi spesifikasi-
spesifikasinya.

Menurut Harbani Pasolong (2010:221-222) “ Semakin baik Kepemerintahan
dan Kualitas Pelayanan yang di berikan, maka semakin tinggi kepercayaan Masyarakat
(high trust). Kepercayaan Masyarakat akan semakin tinggi apabila Masyarakat
mendapatkan Pelayanan yang baik dan merasakan terpuaskan akan Pelayanan
tersebut.

Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan
komprehensif yang dikenal dengan konsep pelayanan prima. Aparat pelayanan
hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam
agenda perilaku pelayanan prima sektor publik. Variabel yang dimaksud adalah :

1. Pemerintah yang bertugas melayani
Masyarakat yang dilayani pemerintah
Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik
Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih

Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan

o oA W N

Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan

asas pelayanan masyarakat

~

Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat
8. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat
Variabel pelayanan prima di sektor publik seperti diatas dapat
diimplementasikan apabila aparat pelayanan berhasil menjadikan kepuasan
pelanggan sebagai tujuan utamanya. Agar kepuasan pelanggan yang menjadi tujuan
utama terpenuhi, aparatur pelayan dituntut untuk mengetahui dengan pasti siapa
pelanggannya. Bahkan kepuasan pelangganlah yang dapat dijadikan barometer dalam

mengukur keberhasilan dalam pelayanan.



Majalah llmiah FISIP UNTAG Semarang, volume 20. No 1 April 2023

Dalam menghadapi persaingan antar rumah sakit (perusahaan) yang semakin
ketat, maka rumah sakit bersaing untuk memikat agar para pelanggannya tetap loyal
dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan rumah sakit yang diberikannya. Salah satu
aspek yang perlu mendapatkan perhatian penting adalah kualitas layanan yang
diberikan oleh rumah sakit. Kualitas layanan berpusat pada upaya pemenuhan
kebutuhan dan keinginan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi
harapan pelanggan. Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu
expectedservice dan perceived service. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan
pelanggan dan berpikir pada persepsi pelanggan. Hal ini berarti citra kualitas yang baik
bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi penyedia jasa melainkan
berdasarkan sudut pandang atau persepsi pelanggan.

Indikator Kualitas pelayanan publik Zeithaml Parasuraman & Berry, yaitu :
a) Bukti fisik (Tangibles)

Bukti fisik (tangaibles) merupakan fasilitas fisik yang harus ada dalam proses

pelayanan yang ditunjukan oleh pihak pemberi dalam berbagai bentuk. Aspek

tampilan fisik (tangaible) yang disediakan akan sangat menentukan kepuasan
dari pengguna jasa.
b) Kehandalan (Reliability)

Kehandalan meliputi kemapuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan

dengan tepat (accurately) dan keampuan untuk dipercaya (dependably),

Terutama memberikan jasa secara tepat waktu (on time), dengan cara yang

sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan, tanpa melakukan kesalahan

setiap kali.
c) Daya tanggap (Responsiveness)

Adanya kejelasan yang bijaksana, mendetail, dan mengarahkan agar dapat

menyikapi prosedur dan mekanisme kinerja yang berlaku dalam organisasi

sehingga bentuk pelayanan mendapat respon yang baik (Parasuraman,

2021:55). Dalam KemenPan No 58 Tahun 2002. Juga dijelaskan bahwa

ketepatan waktu pelayanan dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan

sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalanan dengan baik dengan
memperhatikan aspek tersebut.
d) Jaminan (Assurance)

Gaspersz (1997) mengatakan bahwa dimensi yang harus diperhatikan dalam

memberikan pelayanan antara lain adalah kesopanan petugas terutama dalam

memberikan pelayanan. Selain itu, Morgan & Murgatroyd (1994)
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menggemukakan kriteria presepsi dari pelayanan yang diberikan, yaitu
courtesy (sikap sopan dan menghargai orang lain penuh dengan pertimbangan
dan persahabatan). Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa dalam
memberrikan layanan harus selalu memperhatikan etika yang baik, sehingga
pihak yang menerima merasa diperhatikn. Aspek jaminan ini juga terdapat
dalam KemenPan No. 63 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang standar
pelayanan public yang juga membahas aspek kemampuan dan keamanan
lingkungan pelayanan yang memadai oleh menentukan kualitas layanan yang
dihasilkan.

Perhatian (Empathy)

Kualitas pelayanan dari aspek empati belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Empati dalam suatu pelayanan adalah perhatian lebih yang harus diberikan,
keseriusan, simpatik terhadap kebutuhan pelanggan (Parasuraman, 2001).
Untuk meningkatan kualitas pelayanan tentunya harus mampu memberikan
perhatian terhadap berbagai bentuk pelayanan yang diberikan, sehingga yang
layani mempunyai kesan bahwa pemberi pelayanan menyikapi pelayanan yang
diinginkan; mampu menunjukan rasa simpatik atas pelayanan yang diberikan,
sehingga yang dilayani merasa memiliki wibawa atas pelayanan yang
dilakukan; mampu enunjukan pengertian yang mendalam atas hal yang
diungkapkan, sehingga yang dilayani menjadi lega dalam menghadapi bentuk-
bentuk pelayanan atas berbagaihal yang dilakukan, sehingga yang dilayani
tertolong dari berbagai

bentuk kesulitan pelayanan (Margaretha, 2003:78).

Penyelenggaran Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang

untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata

untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik menyatakan penyelenggara memiliki hak:

a.
b.

C.

Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
Melakukan kerjasama;

Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;
Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai

dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;dan
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e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Dalam Pasal 15 UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
penyelenggaran berkewajiban:
a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
c. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang
mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan
pelayanan publik; f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan;
f. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
g. Memberikan pertanggung jawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
h. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
i. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan
publik;
j.  Memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila
mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan;
dan
k. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan
perintah
Suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga
negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah perlu untuk
terus diukur dan dibandingkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengukur
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah adalah dengan menggunakan
Indeks Kepuasan Masyarakat. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
(KEPMENPAN) Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah menyebutkan Indeks
Kepuasan Masyarakat adalah: Data dan informasi tentang tingkat kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas
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pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara
pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
(KEPMENPAN) Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah menyebutkan, “Sasaran
dari Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan
instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”. Masih
menurut KEPMENPAN Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan
Indeks Kepuasan Masyarakat, “Indeks kepuasan masyarakat juga ditujukan sebagai
penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga pelayanan dapat
dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna”. Selain itu,
sasaran lainnya dari Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tumbuhnya kreativitas,
prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan
publik.

Kepuasan masyarakat dapat ditingkatkan dengan pemilihan pendekatan yang
dipahami oleh masyarakat dan pemberi layanan. Pemberi layanan perlu menganggap
bahwa masyarakat itu merupaka objek pelayanan yang wajib diperhatikan serta
pemberi layanan perlu menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberianpelayanan
publik yang maksimal. Selain itu pemberi layanan harus terbuka dengan saran atau
masukan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepuasanmasyarakat
merupakan perasaan senang yang muncul dari masyarakat setelah memperoleh

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terkait pemenuhannya.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik
pengumpulan data yang dapat digunakan dalam suatu penelitian. Pemilihan teknik
pengumpulan data harus relevan dengan kebutuhan data penelitian. Data kualitatif,
yaitu data tersaji pada bentuk istilah ekspresi bukan bentuk nomor yang termasksud
data kualitatif pada penelitian ini yaitu gambaran umum dari objek penelitian.
Untuk mengumpulkan data penelitian, teknik yang digunakan dalam penelitian ini

antara lain :
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1) Observasi
Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengaatan secara
langsung dan pencatatan yang sistematis terhadap permasalahan yang diteliti
dengan menggunakan foto sebagai dokumentasi.

2) Wawancara
Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan
pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada dan dijawab langsung oleh
responden engenai masalah penelitian, sendangkan alat-alat yang digunakan
adalah pedoman wawancara.

3) Dokuentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen yanag ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Seram Bagian Barat seperti gambar dan foto yang menjadi pelengkapan dari

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Adapun penjabaran lebih lanjut terkait dengan indikator-indikator tersebut,
akan diuraikan sebagai berikut:
1. Bukti Fisik (Tangible)

Tangible merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kineria
penilaian kualitas layanan, yang termaksud dalam aspek ini ialah sarana
prasarana penunjang pelayanan (loket pelayanan, komputer, alat perekam
KTP, papan informasi, kursi tunggu). Selain itu, ketersediaan wadah
aspiransi masyarakat (kotak saran), serta Kkerapian pegawai juga
mendukung primanya layanan yang diberikan. Pada dimensi ini peneliti
menggunakan teknik wawancara guna mengukur kualitas bukti fisik
(tangible) untuk mendukung pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten
Seram Bagian Barat. Seperti yang telah disebutkan oleh masyarakat, salah
satu sarana dan prasaran pendukung ialah faktor kenyamanan ruang
tunggu. Menurut masyarakat (Yanto, Ibrahim) sarana dan prasarana sudah
baik, akan tetapi kurang adanya pendingin ruangan di ruang tunggu agar
tidak panas. Sarana prasarana di Kantor Dinas Kepndudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat sudah mampu mendukung

pelayanan prima kepada masyarakat. Seperti yang telah disampaikan oleh
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Operator Disdukcapil Seram Bagian Barat. Saranan dan prasarana
pendukung kerja sebagian sudah mendukung, namun adapun prasarana
lain yang masih kurang demi percepatan pelayanan yang lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa

kelangkapan fasilitas merupakan kenyamanan  bagi pegawai dan
masyarakat layanan namun sarana dan prasarana masih dibutuhkan. Salah
satu cara terselenggarnya pelayanan dengan baik yaitu kelengkapan
fasilitas di ruangan sehingga mempermudah pegawai untuk melakukan
pelayanan. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas perluh
melakukan peningkatan untuk kepuasan kepada masyarakat. Penampilan
dan kemampuan sarana dan prasarana fisik dengan keadaan lingkungan
sekitar adalah bukti nyata dari suatu pelayanan yang diberikan oleh
penyedia jasa diantaranya fasilitas fisik tempat pelayanan, peralatan yang
digunakan, serta penampilan pegawai dalam melayani masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara selaku Kadis mengenai sarana dan prasarana
atau fasilitas, ruang tunggu bagi masyarakat yang ada di Kantor Disdukcapil
Kabupaten Seram Bagian Barat di tanggapi oleh Kadis sebagai beriku: lya
ruangan tunggu kita memang sudah di stel di luar ada kursi, cuman memang
kursi itu belum cukup. Kedepan nanti kita juga akan pengadayan kursi
tambah supaya masyarakat bisa nyaman. Ada pendingin ruangan, ada kipas
angina juga khusus di komputer itu yang biasa percetakan. itu ada di pak
punya ruangan juga sementara pak ada pengadaan tidak salah ada dua, lalu
kipas angin juga di ruang pelayanan. alat perekam ada, alat perekam ada
beberapa buah tetapi yang berfungsi cuman satu karena yang lain rusak.
Sementara di perbaiki di usahakan secepatnya dengan baik supaya bisa
jalan dan masyarakat juga kebutuhan itu bisa tercapai.

2. Kehandalan (Reliability)

Berdasarkan hasil wawancara Menurut Kepala Dinas Disdukcapil
Seram Bagian Barat: pembuatan E-KTP telah dilaksanakan secara tepat dan
sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.“Waktu penyelesaian
pelayanan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil telah sesuai dengan aturan
yang berlaku di Kabupaten Seram Bagian Barat Kemampuan penyedia
layanan ketika memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat
memeluhkan kehandalan pegawai dalam membantu menerima pelayanan

sehingga memuaskan dalam melakukan pelayanan petugas juga harus
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menjalankan prosedur pelayanan sesuai dengan aturan yang ada. Dengan
hasil wawancara dengan Operator Disdukcapil juga mengatakan bahwa:
sudah cukup tepat apabila alat perekam dilakukan secara online dipastikan
bisa bila jaringan, alat perekam, maupun tinta print mendukung maka untuk
melakukan perekam bisa secara maksimal dan saat ini masih berjalan untuk
melakukan perekaman seperti biasanya. ketepatan dan kepastian biaya yang
dibebankan pada masyarakat juga merupakan aspek yang menjadi penilaian
kualitas pelayanan. Berdasarkan penjelasan Kadis Disdukcapil Seram Bagian
Barat: pelayanan E-KTP yang diberikan oleh Disdukcapil tidak dikenai biaya
atau gratis.

Hal serupa di sampaikan oleh operator pelayanan Pencatatan Sipil sebagai
berikut: Gratis, sesuai dengan UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi
kependudukan tidak dipungut biaya/gartis, bahkan masih menuntut biaya di
ancam dengan pidana 2 tahun penjara dan denda seberat - beratnya 26
tahun. Berdasarkan hasil wawacara di atas maka dapat di simpulkan bahwa
sudah ada aturan UU No 23 Tahun 2006 pembuatan E-KTP tidak dipungut
biaya apapun (gratis). Kehandalan yang dilakukan pegawai sangat
dibutuhkan kejujuran dalam pelayanan.

3. Daya Tanggap (responsiveness)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, pegawai melayani
masyarakat dengan baik. Pegawai merespon hal-hal yang ditanyakan
masyarakat dan memberi pengarahan terkait dengan pertanyaan tersebut.
Pegawai melayani dengan ramah dan sopan. Selain itu daya tanggap atau
respon pegawai juga diketahui dari hasil wawancara dengan staf pelayanan
di instansi tersebut membahagiakan masyarakat dalam arti bahwa
masyarakat datang dengan dokumen untuk diproses, dipastikan pulang pun
dengan membawah hasil yang memuaskan dan diterselesaikan dengan baik.
Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa respon pegawai
kepada masyarakat dalam menjalankan proses pelayanan sudah cukup baik
dan cepat. jika selama pak menjabat sebagai Kadis belum pernah mendengar
keluhan dari masyarakat, tapi bapak yakin bahwa tidak ada masalah di

masyarakat pelayanan tetap khusus.
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4. Jaminan (assurance)

Berdasarkan hasil wawancara Yanto merupakan salah satu masyarakat
yang menjadi informan menyatakan jika pembuatan E-KTP di Disdukcapil
sangat mudah, karena semua persyaratan yang sudah di penuhi sudah
dijelaskan oleh petugas.(wawancara 18 januari 2023). Pendapat yang sama
ditambahkan oleh Ibrahim, menyatakan bahwa pelayanan mudah, dan tidak
ada hambatan dalam proses pembuatan E-KTP yang di alami selama proses
pembuatan di samping itu, Disdukcapil hendaknya memberikan jaminan
kepada masyarakat pembuatan E-KTP. Jaminan ini merupakan kemudahan
akses pelayanan dan jaminan keamanan di Disdukcapil. Kepala Dinas
menyatakan bahwa: jika pengurusan/pembuatan E-KTP di Disdukcapil
sangat mudah, karena semua persyaratan apa yang harus dipenuhi sudah
dijelaskan oleh petuga. Pendapat yang sama ditambahkan oleh Operator
Disdukcapil beliau mengatakan bahwa: tidak ada hambatan yang dialami
selama pemrosesan/pembuatan E-KTP. Disdukcapil telah memberikan
kemudahan dalam proses pembuatan E-KTP yang bisa cukup membawah KK
foto copy dan melalui proses pendaftaran hingga ketingkat perekaman E-
KTP. Terkait dengan penerbitan E-KTP data yang bisa harus melalui
sinkronisasi cetak E-KTP, setalah itu maka dilakukan pencetakan E-KTP.

5). Empati (Empathy)

Berdasarkan hasil wawancara pegawai agar mengatahui prinsip
mereka (pegawai) dalam melakukan pelayanan. Operator pelayanan
pencatatn Sipil menyatakan bahwa: ketika bertemu masyarakat, kami sangat
baik apabila didukung dengan sarana dan prasaranan yang memadai dan
maksimal, antusias masyarakat dalam membuat E-KTP. staf pelayanan
menyatakan bahwa baik dan bertangungg jawab merupakan sikap yang
harus dilakukan saat melayani masyarakat. Penyataan-pernyataan pegawai
Disdukcapil Kabupaten Seram Bagian Barat ini sudah memuaskan
masyarakat. Ini yang dinyatakan oleh yanto dan Ibrahim yang di wawancara
pada 12/14 februari 2023 mereka menyatakan bahwa pegawai memberikan
pelayanan dengan sopan dan ramah. Sementara Kepala Dinas menyatakan
bahwa: sampai saat ini dalam menyikapi saran dari masyarakat atau
masukan dari masyarakat tentang hambatan tidak ada, apabila ada pak tetap
tindakan pak punya staf . kenapa sampai bisa jadi begini pak perluh nanti

evaluasi sehingga kedepan yang tadi hambatan itu tidak bisa ada lagi
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sehingga masyarakat bisa dilayani secara baik biar dengan mesin satu tapi
pak.
Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif tentang Kualitas
Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Seram Bagian Barat. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, penelitian
mengunakan teknik obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada bab ini, pembahasan
akan dilakukan dengan menggambungkan hasil dari teknik observasi dan wawancara,
sendangkan teknik dokumentasi yang berupa (foto,gambar) penelitian akan disajikan
pada bagian lampiran.

Pelayanan publik merupakan kebutuhan setiap masyarakat. Oleh karena itu,
setiap pelayanan publik perluh berupaya untuk memberikan kualitas pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat pembuatan E-KTP. Untuk meningkatkan kualitas
pelayanan, Disdukcapil hendaknya memperhatikan kelima aspek yang telah
disebutkan di atas, yaitu aspek bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability), daya
tanggap (responsivenses), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Aspek-aspek
tersebut akan di teliti mengunakan teknik observasi dan wawancara.

1. Tangibles

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas perlu perubahan
dan perbaikan yang mengarah pada kepuasan masyarakat. Salah satu aspek
yang harus diperbaiki dalam meningkatkan kualitas pelayanan yaitu masalah
fasilitas layanan. Saranan dan prasarana pelayanan sangat penting dan salah
satu yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik
karena dengan adanya sarana pelayanan yang memadai dapat membuat
pelayanan pada masyarakat dapat lebih memberikan kepuasan selama berada
di ruangan pelayanan.

Pada penelitian ini, dimensi tangibles ditentukan oleh indikator-indikator
yaiu: tempat pelayanan, alat bantu pelayanan, fasilitas fisik pelayanan.
Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Seram Bagian Barat sudah menerapkan dimensi Tangibles beserta
indikatornya. Penilaian kualitas pelayanan publik yang sudah berjalan sesuai
dengan harapan. Namun pada kenyataannya masih belum berjalan sesuai
dengan harapan masyarakat yaitu fasilitas fisik. Fasilitas yang belum memadai
seperti tidak adanya buku bacaan yang ada di ruang tunggu serta belum adanya

pengeras suara guna memanggil masyarakat yang mengantri. Selain itu juga
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belum adanya kipas angin di ruang tunggu sehingga pada saat siang hari
masyarakat merasa kurang nyaman saat menunggu atau antri. Akibat kualitas
masyarakat Kadis Disdukcapil harus lebih memperhatikan kenyamanan untuk
masyarakat karena jika masyarakat sudah merasa nyaman dengan apa yang
disediakan maka akan berpengaruh baik untuk penyedia pelayanan.
Sebaliknya jika masyrakat belum merasa nyaman maka akan berpengaruh
buruk bagi penyedia pelayanan.

Dari hasil obesevasi dan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa
narasumber, diketahui bahwa masih perluh adanya peningkatan fasilitas fisik
serta kelangkapan sarana dan prasaran yang memadai demi meningkatnya
Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Seram Bagian Barat. Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip
pelayanan yang tercantum dalam Keputusan Mentri Perdayagunaan Aparatur
Negara No.63/KEP/M.PAN /2003 yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja
dan pendukung lainnya yang memadai termaksud penyedia sarana teknologi
telekomunikasi dan informatika dan UU No. 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa
penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan yang memadai oleh
pelayanan publik.

2. Realiability

Salah satu wujud pelayanan publik yang baik ialah terciptanya pelayanan
yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) di tuntut
untuk cetakan dalam bekerja. Realiability atau keandalan merupakan
kemampuan memberikan pelayanan yang di janjikanndengan segera, akurat
dan memuaskan. Hal-hal yang terlibat dalam aspek ini yaitu, seperti ketepatan
waktu, kecepatan dalam menyelesaikan pembuatan E-KTP. Hal tersebut sangat
diperluhkan agar tercipta kepuasan dalam diri masyarakat. Kualitas pelayanan
publik tidak berjalan sesuai dengan tujuan apabila tidak diimbangi dengan
kehandalan, kedisiplinan atau kemampuan pegawai yang baik dalam melayani
masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pembuatan E-KTP di
ketahui bahwa Disdukcapil Kabupaten Seram Bagian barat telah melakukan
pelayanan dengan baik,cepat dan tepat waktu. Hal ini dapat terlaksanakan
karena pegawai melakukan pembuatan E-KTP sesuai dengan ketentuan aturan

yang berlaku.
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Selain ketepatan waktu, ketepatan dan kepastian biaya yang dibebankan
pada masyarakat juga sudah jelas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya syarat,
dan rincian biaya yang telah di informasikan oleh pegawai.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat
sebagai penyelenggara pelayanan harus mampu memberikan pelayanan yang
dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan kepada masyarakat sebagai
pembuat E-KTP. Kehandalan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat menjadi hal paling utama, karena dengan kehandalan yang dimiliki
oleh pegawai tersebut maka masyarakat sebagai pembuat E-KTP akan
mendapatkan pelayanan yang di harapkan.

3. Daya tanggap (Responsivenes)

Daya tanggap adalah respon atau kesingapan pegawai di instansi dalam
membantu masyarakat yang membutuhkan layanan. Responsivitas ini menjadi
bukti serta tindakan nyata yang dilakukan organisasi dalam menjawab serta
mengenali kebutuhan dari masyarakat. Dimensi ini merupakan kemauan untuk
membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada
masyarakat.

Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Seram Bagian Barat sudah menerapkan dimensi responsiveness. Sesuai
dengan harapan masyarakat antara lain pengatahuan pegawai dalam
melakukan pelayanan, kemampuan pegawai dalam memberikan informasi
kepada masyarakat, merespon setiap masyarakat yang ingin mendapatkan
pelayanan, pegawai meberikan pelayanan dengan baik.

Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa pegawai di
Disdukcapil Kabupaten Seram Bagian Barat melayani masyarakat dengan baik.
Pegawai merespon hal-hal yang ditanyakan masyarakat dan memberikan
pengarahan terkait pertanyaan tersebut.

Daya tanggap yang baik dalam melaksanakan pelayanan juga sangat
berpengaruhi oleh pegawai. Pegawai sudah mempunyai daya tanggap denagn
memberikan berbagai penjelasan mengenai pelayanan dengan bijaksana,
mendetail, dan pengarahkan. Apabila hal tersebut dapat terus dipertahankan
oleh pegawai-pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Seram Bagian Barat dengan baik, maka akan tercipta pelayanan

prima pegawai yang berkualitas.
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4. Jaminan (Assurance)

Dimensi ini merupakan jaminan dan kepastian yaitu pengatahuan,
kesopanan, dan kemampuan para pegawai pelayanan untuk menumbuhkan
rasa percaya masyarakat kepada pembuatan E-KTP. Setiap bentuk pelayanan
memerlukan adanya jaminan atas pelayanan yang diberikan. Jaminan atas
pelayanan sangat ditentukan oleh pegawai pelayanan, oleh karena itu
profesionalisme serta kompetensi pegawai sangat diperluhkan guna
meningkatkan pelayanan yang baik berkualitas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat
kantor yang berwenang mengenai masalah kependudukan, khususnya bagai
warga Seram Barat sudah seharusnya memberikan kenyamanan selama
pelayanan yaitu dengan cara memberikan kemudahan bagi masyarakat yang
akan membuat E-KTP.

Jaminan diperluhkan agar masyarakat merasa puas karena telah
mendapatkan pelayanan yang baik dan berkualitas. Jaminan yang dimaksud
dala penelitian ini adalah jaminan berupa kemudahan layanan bagi masyarakat
yang akan membuat E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara yang telah di sebutkan di bagian
hasil penelitian, diketahui bahwa masyarakat merasa jika pembuatan E-KTP di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat
sudah mudah, karena semua persyaratan yang harus di penuhi telah dijelaskan
oleh pegawai.

5. Empati (Empathy)

Sikap empati hendaknya diiliki oleh individu pelayanan di instansi
pemerintah seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Seram Bagian Barat. Sikap empati ini dapat diwujudkan misalnya dengan cara
memberikan pelayanan yang ramah. Masyarakat akan merasa puas jika
pegawai pelayanan tidak diskriminatif dan menunjukan sikap ramah kepada
masyarakat. Salah satu faktor utama kesuksesan dalam pelayanan adalah
keramahan. kepada masyarakat, salah satu contohnya dengan tersenyum dan
menyapa. Jika masyarakat sudah bersikap ramah,, menyapa, tersenyum maka
timbul rasa nyaman pada masyarakat. Hal ini telah dimiliki oleh pegawai di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat,

terbukti dengan adanya prinsip ‘ramah’ yang di terapkan oleh salah satu
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Operator di Instansi pemerintah itu. Pegawai juga sopan dala melayani
masyarakat. Proses kualitas pelayanan publik tidak selalu berjalan sesuai
dengan yang diharapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten
Seram Bagian Barat menemui beberapa kendala dalam kualitas adalah sarana
dan prasarana yang belum optimal dalam pelayanan yang terbatas,kurang alat
perekam, tidak adanya kipas angina di ruangan tunggu pelayanan sehingga
masyarakat banyak terasa panas.Fasilitas berfungsi sebagai alat pendukung
utama dalam mempercepat pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Keberadaan
sarana dan prasarana dala menyediakan fasilitas poko dala proses pelayanan
merupakan dasar bagi masyarakat dalam merasakan kepuasan pelayanan.Dari
beberapa kendala yang dihadapi dalam proses kualitas pelayanan publik, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat
melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut antara lain dengan
melakukan perbaikan alat perekaman dan penambahan kursi di ruangan

tunggu dan pendingin ruangan (AC/kipas angin).

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Kulaitas
Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari 5
indikator yaitu terkait dimensi tangible (bukti fisik), Reliability (kehandalan),
Responsiveness (Ketanggapan), Assurance (Jaminan), dan yang terakhir Empahaty
(Empati), maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Aspek tangibles, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait
dengan bukti fisik, fasilitas pendukung layanan di Diskdukcapil Kabupaten
Seram Bagian Barat belum memadai dan memuaskan masyarakat. Hal ini
dikarenakan belum ada kipas angina atau AC diruang tunggu, belum ada
pengeras suara untuk memangil antrian, serta belum ada buku baca atau
koran yang dapat di baca selama menunggu antrian proses layanan.
2. Dari aspek reliability atau hendalan, Disdukcapil Kabupaten Seram Bagian
Barat telah melakukan pelayanan dengan baik. Hal ini ditandai dengan
cepatnya waktu pembuatan E-KTP yang sesuai dengan waktu yang ada di
SOP (standard Operating Procedure), serta biaya yang dibebankan

masyarakat itu sudah terbuka jelas (Gratis).



Saran
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Berdasarkan responsiveness, diketahui bahwa pegawai Disdukcapil
Kabupaten Seram Bagian Barat melayani masyarakat dengan baik.
Pegawai merespon hal hal yang ditanyakan masyrakat dan memberikan
pengarahan terkait dengan pertanyaan tersebut. Pegawai pegawai
melayani dengan rama dan sopan.

Dari aspek assurance, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kantor Disdukcapil
Kabupaten Seram Bagian Barat telah memberikan jaminan kemudahan
layanan dan jaminan kenyamanan kepada masyarakat yang mengajukan
pembuatan E-KTP di Disdukcapil.

Dilihat dari aspek empathy, Kantor Disdukcapil Kabupaten Seram bagian
Barat telah memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan. Hal ini
tercapai karena pegawai yang melayani masyarakat memiliki sikap yang
sopan,ramah dalam menghadapi permintaan yang di berikan oleh

masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, peneliti memberikan saran agar:

1.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat
sebaiknya menambah fasilitas pendukung pelayanan atau prasarana
layanan, misalnya dengan penambahan kursi dan meletakkan kipas atau

AC serta menyediakan buku baca,koran, atau majalah di ruang tunggu.

. Mempromosikan lama web resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat kepada masyarakat, misalnya dengan

mengadakan sosialisasi layanan web ke setiap kecamatan dan dusun.
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